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RINGEKASAN

Penelitian ini bermujuan untuk menghitung (1] Potensi PEB dan BRNEKR
Propinsi Sumatera Barat tahun 2007, (2) Tingkat Elfektiftas PEKR dan BRNKR
Propinsi Sumatera Barat wohun 2007 dan (3) Merumuskan kebijakan pemerintah
untuk memaksimalkan realisasi penerimaan agar mendekati potensi PEB dan
BENKR. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif’ denpan data sekunder
herbentuk kuantitati! yang berasal dart seluroh unit kerja berupa UPTE Sumatera
Barat. Bappeda, BPS dan Dhispenda Propinsi Sumatcra Barat dari tahen 2000
sampai tahun 2007, Populasi dalam penclitian ini adalah selurub kendaraon
hermotor vang tercatal pada masing-masing UPTD di Propinsi Sumaters Barat,
patda penelitian ini selurub populasi dijadikan sampel penelitian.

Teknik analisis vang digunakan adalall teknik analisis deskriptill Data
vang digunakan adafoh data kuantitatif yang berupa data sekunder.

Dxari analisis deskriptit diketahui potensi Pajak Kendaraan Bermotor pada
tahun 2007 adalah schesar Rp 192201, 780,5351,00, Sedangkan T'otensi BBNKB
sulit dihitung karena tidak ada data berapa banyak kendoraan non BA vang
dipakm di wilayah Propinsi Sumatera Darat, karena kendarzan non BA tersebut
merupskan  potensi penerimaan BBNKEB  Propinsi Sumaters Baral. Tingkat
Efekrifitas PKB adalah sangat efekdif yaitu rata-rata sebesar 89.53% artinya

potensi PRE sehesar B9 553% dapat direalisasikan,
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1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan keusngan pusat dan daermh dalam rangka otonomi daerah
difakukan dengan memberikan kebebasan kepada dacrab untok melaksanakan
fungsinva secara cfcktif,. Denpan diimplementasikannya otonomi dacrah pada
tengal | Januari 2001 dan diberlakokannya Undong-Undang Mo, 22 Tahun 1999
vang mengator lentang pembogian kevangan anters puesal dan doerah, serta
Lindang-Undang Mo, 25 Tahun |99 vang menpatuer lentang pembagian sumber-
sumber pendapatan dan kevangan vang kemudian disempurnakan dalam Undang-
Lindang Wo. 33 Tehun 2004 maka, setiop dacrah diberikan kewenangan seluas
luasnyva untuk mengatur rumsh tongeanya sendin tanpa ada campur tangan dari
pemeriitah  pusast Hal ni berarti seliap  dacrah dituniut untuk  dapat
mengoptimalkan dan mengali potensi penerimaan dari scluroh sumber dava yang
tersedia di daerahnya masing-masing, baik itu sumber daya alam mavpun sumber
dava manusia.

Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerinlah daerah
tidak saja melingkupl pengalian sumber-sumber penerimaan keusngan dacrah
akan fetapi juga sangeup mengelola dan menggunskan secars value of money,
artinya  dalam  meningkatkan penerimaan  atau  pendopatan  dacrah  harus
divsahakan sclalu berpedoman pada prinsip ckonomi vang mengatakan bahwa

untuk memperoleh suatu pendapatan tertentu diusabakan dengan bisva vang
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minimum. Alsg Kenaikan pendapatan lebth besae don pada Kenaikan hiava yang

dikeluwarkan dalam rangka penvelenggarsan  pemerintahan  dacrah, schingga

pemerintah daerah masih lncﬁgalami “surplus” atau pemerintah dacrsh masih
memperaleh “laba kotor” schingga bise menguranpei ketergantungan  kepeda
bantuan pemerintah pusat.

Komponen pendapatan ash daersh yvang mempunyel peranan penting
terhadap kentribisi pencrimaan daerah adalah pajek dacrsh. Pajak dacrah schagai
salah satu sumber PAD, penting ditingkatkan peransannya secara bertzhap sesua
dengan kemampuan masvaraket dan dirssaksn adil agar mampo meningkathan
kesadarnn masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dan mampn meningkatkzn
kegintan ekonomi.

Pada dasarnyva ada beberapa vpaya yang dapal dilakukan dalam rangka
meningkatan PAD (Halim, 2000101 ¢
a. Penvesuaian tarif pajak, sesuai dengan perkembangan harpa dan tinghat

inflansi, hal ini perlu dilakukan karena banvak wrif pajak daeral vang telah
ditetapkan sciak lama akibatnya penetapan tarif tersebut rendah dibandingkan
dengan perkembangan harga pada masa sckarang.

k. Mencari kemungkinan penetapan jenis pajak baru sesuai dengan perundang-
undongan yeng berlaku, upaya ini akan memerlukan study yang cukup
mendalam terhadap potensi objek pajak bars vang ada di daerah bersanakutan.

¢. Meningkatkan cakupan dan intensifikasi pengelolaan PAD, dengan melibatkan

pibak swasta dalam pengelolaan objek pajak 1ertentu.



(8

BAR VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analiss pada bab-bab schelumnya maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut !

.

Berdasarkan perhitungen PEDB vang telah dilakukan pada bab sebelumnya
potensi  Pajak  Kendarsan Bermotor pada tshun 2007 adalah  schesar
[p.192,201.780.551,00,

fenis Kendarzan veng realisasi penerimaan PKB-nyva paling potensial adalah
jenis sepeda moter yvaitu sebesar Rp.71.251.336.053,00 sedangkan yang paling

rendah adalah jenis kendaraan alat berat vaitu sebesar Rp.113.607.545,00,

. Potensi BBNKB belum dapet dibitung karena tidak ada data berapa banyak

kendaraan non BA veng dipakar di wilavah Propinsi Sumatera Bomt, Karena
kendaraan non BA lersebutl merupakan potensi penerimaan BBNKEB Propinsi

Sumaters Baral.

. Tingkat Efektifitas vang diukur dari perbandingan realisasi penerimaan dengun

potensi PKB sangat efekGfl yailu secara rta-mln sebesar 89.53% arlinya
potenst PEB sehesar 89.53% dapat direalisasikan.

Efcktifitas terlingpi adalah jenis Kendaraan bus dan micro bus yang mencapai
| O0%, sedangkan vang terendoh tingkat efektiftesnya adalah jenis kendoraan

alzt berat sehesar 76, 12%.
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